GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban APBD;

. bahwa dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk

segera dilaksanakan namun Perubahan APBD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 saat ini masih dalam
proses penyusunan, sehingga perlu ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;

. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka untuk
membiayai pengeluaran daerah khususnya dan segera
dikeluarkan, agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus
berjalan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2013,

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2013

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
didanai dari dan atas beban APBD;

. bahwa dengan adanya kebutuhan yang mendesak untuk

segera dilaksanakan namun Perubahan APBD Provinsi
Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 saat ini masih dalam
proses penyusunan, sehingga perlu ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur;

. bahwa sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013, maka untuk
membiayai pengeluaran daerah khususnya dan segera
dikeluarkan, agar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
masyarakat dan pelaksanaan pembangunan dapat terus
berjalan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului
Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun Anggaran 2013; .

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah  Otonom = Provinsi Kalimnantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286});

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



-

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737};

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16.Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H, Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
Tahun 2008-2013;

17 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 340);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694};

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimmantan
Timur Nomor 37);

22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 16);

1. Surat Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 160/158/HK/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului P-APBD
TA.2013;
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 ‘Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16.Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai
Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, MPd
sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan
Tahun 2008-2013;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam  Negert
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 508);

21.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Nomor 37);

22.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomeor 16 Tahun
2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 16};

1. Surat Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 160/158/HK/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului P-APBD
TA.2013;
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2. Surat Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 160/159/HK/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului P-APBD
TA.2013;

3. Surat Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 160/167/HK/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013 perihal
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului P-APBD
TA.2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN

DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Kalimahtan Timur.

Pemerintah Daerah adalah -Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
P-APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan P-APBD Tahun
Anggaran 2013 adalah untuk membiayai kegiatan :

a.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan
Timur sebesar Rp. 52.500.000.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah);

Dukungan kelancaran pe'ngamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 13.502.904.500,00 (Tiga Belas Milyar
Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Penanganan tanggap darurat longsoran Km.4+800 ruas jalan Balikpapan -
Samarinda yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (1.03.01) sebesar
Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah); dan

Pembayaran tagihan barang dan jasa PT. Aviastar Mandiri yang dikelola oleh Dinas
Perhubungan sebesar Rp. 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
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2. Surat Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 160/159/HK/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013 perihal
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului P-APBD
TA.2013;

3. Surat Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Nomor 160/167/HK/VI[/2013 tangga! 11 Juli 2013 perihal
Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan Mendahului P-APBD
TA.2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN

DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN
2013.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
P-APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas

dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengeluaran Daerah yang dilaksanakan mendahului Penetapan P-APBD Tahun
Anggaran 2013 adalah untuk membiayai kegiatan :

a.

Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2013 oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan
Timur sebesar Rp. 52.500.000.000,00 (Lima Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta
Rupiah); '

Dukungan kelancaran pe:ngamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Timur Tahun 2013 sebesar Rp. 13.502.904.500,00 (Tiga Belas Milyar
Lima Ratus Dua Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);

Penanganan tanggap darurat longsoran Km.4+800 ruas jalan Balikpapan -
Samarinda yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum (1.03.01) sebesar
Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah); dan

Pembayaran tagihan barang dan jasa PT. Aviastar Mandiri yang dikelola oleh Dinas
Perhubungan sebesar Rp. 210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah);
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Pasal 3
Dalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar
pengeluaran daerah.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV, KALTIM

H. SURLTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006
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Pasal 3
Dalam pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan secbagai dasar
pengeluaran daerah.

Pasal 4
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juli 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 11 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 33.
i,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIR® HUKUM,. ... -,

H. SUROTO, SH

PEMBINA TINGKAT I
NIP, 19620527 198503 1 006



